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Abstrak

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor  05 tahun 2009 lahirlah kebijakan

pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Pelayanan kesehatan gratis ini

merupakan dukungan pemerintahan kota kepada warganya untuk

menyadari bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan kebijakan ini

mendapat dukungan dari Bazda (Badan Zakat Daerah). Tujuan dari peneliti-

an ini adalah untuk menganalisis model pengembangan kebijakan

pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh

dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Sedangkan data kuantitatif diperoleh

melalui wawancara dan focus group disscussion (FGD). Enam pimpinan

puskesmas dan tenaga kesehatan merupakan informan yang diwawanca-

rai untuk mengidentifikasi variabel yang diselidiki. Pimpinan pemerintahan

yang terkait dengan kebijakan ini juga dilibatkan untuk memperoleh data

yang dibutuhkan, sedangkan kepuasan pasien tentang pelayanan kese-

hatan gratis ini diperoleh melalui FGD. Analisis terhadap semua data yang

diperoleh dari informan dalam penelitian ini dilakukan secara multicase

analisis. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan model kebijakan

pelayanan kesehatan gratis yang ditawarkan adalah model pelayanan yang

dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat ter-

masuk pasien, puskesmas dan tenaga kesehatan.

Kata kunci: Kebijakan, pelayanan kesehatan gratis, puskesmas

Abstract

According to Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 toward the free health

service in Padang city implied that the free service of health care was dri-

ven by the consideration of the city government as basic public needs and

financially suported by Bazda (Badan Zakat Daerah). The objective of the

study is to analyze the development  of free health care policy model in

Padang. The study was conducted by using quatitative and qualitative da-

ta. The quantitative data was obtained from the health agency office in

Padang. Hence the qualitative data was obtained through interview and fo-

cus group discusion (FGD). The six puskesmas managers and health work-

ers as the research informant were interviewd to identify the investigated

variable. The related goverment leaders also were involved to make data

collection comprehensivelly. In the meantime, satisfaction patients related

to service delivery were investigated using FGD. All informant obtained

were transcriped as picture for this research in the multicase analysis. This

study found that the model development of free service policy offered is a

model of service that can provide the maximum benefits for all aspects in-

volved including patients, health centers, and health professionals. 

Keywords: Policy, free health care, primary health care

Pendahuluan
Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 tentang

pelayanan kesehatan gratis di Kota Padang mencer-
minkan keinginan pemerintah kota mendukung warga
mengakses pelayanan kesehatan dan kesadaran tentang
kesehatan yang menjadi kebutuhan mendasar dalam ke-
hidupan masyarakat. Kebijakan tersebut mendapat
dukungan dari Badan Zakat Daerah (Bazda) melalui
pemberian uang pengganti transpor kepada pasien yang
berkunjung ke puskesmas. Pelayanan gratis yang diberi-
kan puskesmas adalah pelayanan kesehatan masyarakat
dasar yang berdampak meningkatkan jumlah kunjungan
sehingga berpengaruh terhadap kinerja puskesmas, ki-
nerja tenaga kesehatan, dan kepuasan pasien.1-3

Implementasi pelayanan gratis dalam penelitian ini
diukur dengan peraturan daerah Kota Padang. Kinerja
Puskesmas dilihat berdasarkan indikator yang meliputi
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waktu dalam proses, kualitas kerja, pengetahuan, kerja
sama.4,5 Kinerja tenaga kesehatan dilihat berdasarkan
indikator kemampuan dan pengetahuan, inisiatif dan
kreativitas,  standar profesional,  kehadiran.6,7 Kepuasan
pasien dilihat berdasarkan indikator kehandalan,
kepedulian, jaminan kepastian,  perhatian, wujud nyata.8

Evaluasi dilihat berdasarkan indikator ketersediaan
sarana dan prasarana, program tepat sasaran, pencapaian
sumber daya, produktivitas, semangat kerja atau moti-
vasi.9,10 Pengembangan model pelayanan adalah model
kebijakanan alternatif terbaik, dari implementasi
pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini.9,11

Mutu pelayanan kesehatan merupakan kinerja yang
mencerminkan tingkat kesempurnaan pelayanan kese-
hatan sehingga dapat menimbulkan kepuasan pasien dan
sesuai dengan standar serta kode etik yang telah ditetap-
kan.12 Model kebijakan pelayanan gratis yang dikem-
bangkan adalah model pelayanan yang dapat bermanfaat
maksimal bagi semua aspek yang terlibat, meliputi pa-
sien, puskesmas, dan tenaga kesehatan. Kompensasi ke-
adilan diharapkan dapat menjadi penambah semangat
kerja dan meningkatkan kesejahteraan dan meningkat-
kan kondisi kesehatan tenaga kesehatan yang sangat
rentan terjangkiti berbagai penyakit infeksi dan penyakit
menular yang dijumpai ketika memberikan pelayanan ke-
sehatan kepada pasien. Sistem insentif ini lebih efektif
dalam pemeliharaan tenaga kesehatan dengan memoti-
vasi tenaga kesehatan mencapai prestasi kerja yang lebih
tinggi.13 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebi-
jakan dan mengembangkan model kebijakan pelayanan
gratis di puskesmas Kota Padang.

Metode
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan

kualitatif, terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerin-
tah Kota Padang di bidang pelayanan kesehatan di pus-
kesmas. Pendekatan secara kuantitatif dilakukan terha-
dap kinerja puskesmas dan kinerja tenaga kesehatan de-
ngan menggunakan data sekunder laporan tahunan
Dinas Kesehatan Kota Padang dan laporan puskesmas
yang diteliti serta kepuasan pasien atau pelanggan meng-
gunakan kuesioner. Penelitian kualitatif dilakukan de-
ngan metode wawancara mendalam untuk mengetahui
kinerja puskesmas dan kinerja tenaga kesehatan serta
metode focus group disscussion (FGD) untuk menge-
tahui kepuasan pasien dan pelanggan. Subjek penelitian
adalah enam puskesmas dari 21 puskesmas yang ada di
Kota Padang.14 Data dikumpulkan dengan metode wa-
wancara mendalam Pemerintah Kota Padang, Kepala
Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, enam
kepala puskesmas dan 30 tenaga kesehatan, instrumen
yang digunakan adalah tape recorder dan kamera video,
FGD terhadap 10 orang pasien di enam puskesmas yang
diteliti menggunakan instrumen tape recorder dan kam-

era video, dan kuesioner untuk penelitian kuantitatif pa-
da 50 orang pasien yang dipilih secara accidental di enam
puskesmas yang diteliti. Langkah-langkah dalam analisis
meliputi mengorganisir informasi yang diperoleh melalui
wawancara dan observasi dengan informan, membaca
keseluruhan informasi, membuatkan transkrip dengan
mengelompokan/menggabungkan data, membuat uraian
rinci tentang pelaksanan program pelayanan gratis di
puskesmas Kota Padang yang berpegaruh terhadap kiner-
ja puskesmas, kinerja tenaga kesehatan dan kepuasan
pasien.14 Selain itu, menetapkan pola dan menentukan
hubungan variabel-variabel yang telah ditemui sebagai
jawaban dari rumusan masalah dengan mempertim-
bangkan penelitian yang sudah dilakukan.

Hasil
Enam puskesmas di Kota Padang yang diteliti meli-

puti Puskesmas Padang Pasir, Pauh, Lubuk Kilangan,
Bungus, Ulak Karang, dan Lubuk Begalung. Dari data
sekunder, kinerja puskesmas dan kinerja petugas kesehat-
an pada setiap puskesmas dari tahun 2008 hingga 2012
mengalami peningkatan jumlah kunjungan pasien seba-
gai dampak pelaksanaan program pelayanan kesehatan
gratis dan pemberian uang transpor (Gambar 1).

Persentase kehadiran petugas kesehatan di enam
puskesmas yang berfluktuasi dan tergolong tinggi. 
Kinerja tenaga kesehatan dapat dilihat dari pelatihan dan
tambahan pendidikan yang diperolehnya, peningkatan
jumlah petugas atau tenaga kesehatan yang memperoleh
penambahan ilmu dan mengikuti pendidikan (Tabel 1).

Hasil wawancara mendalam pada responden terdapat
pada Tabel 2. Data kepuasan pasien secara kualitatif di-
lakukan melalui FGD dengan variabel, indikator dan per-
tanyaan serta hasil (Tabel 3).  

Pembahasan
Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, faktor ma-

nusia merupakan komponen utama sebagai perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.

Gambar 1. Jumlah Kunjungan Pasien pada Enam Puskesmas 
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Untuk mewujudkan janji Kepala Daerah tentang pela-
yanan kesehatan secara gratis, sejak 2 Maret 2009 diber-
lakukan kebijakan pelayanan kesehatan gratis pada se-
mua semua pasien puskesmas Kota Padang. Kebijakan
tersebut diperkuat Peraturan Daerah Nomor 05, tahun
2009 dan didukung uang pengganti transpor Rp2.000
untuk pasien miskin yang berobat ke puskesmas. Uang
ini berasal dari zakat PNS Pemko Padang yang dikelola
oleh Bazda kota Padang. Hal tersebut membedakan ke-
bijakan pelayanan gratis di Kota Padang dengan di dae-
rah lain.1,2 Kebijakan tersebut memberi kemudahan
kepada masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
Masyarakat sebagian besar menyadari bahwa kesehatan
sangat penting dan menyadari kebutuhan hidup sehat.
Pemerintah berharap tidak ada lagi halangan masyarakat
kurang mampu di Kota Padang memperoleh pelayanan
kesehatan yang dibutuhkan. 
Tujuan kebijakan program pelayanan kesehatan kota

Padang tersebut telah sesuai target pemerintah yang ter-
tuang dalam MDGs, serta sesuai penjabaran visi dan misi
pembangunan kesehatan meningkatkan kesadaran, ke-
mauan dan kemampuan hidup  sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi
masyarakat dan dapat hidup dengan perilaku dan dalam
lingkungan yang sehat, mampu menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya (Tabel 2).15

Di Kota Padang, pelaksanaan kebijakan tersebut ber-
dampak pada peningkatan jumlah kunjungan pasien ke
puskesmas (Grafik 1) sehingga meningkatkan kinerja
puskesmas dan petugas kesehatan. Sama dengan pela-
yanan kesehatan gratis di Sukamara, Padang Pariaman,
Banjar Baru dan Simalungun, tetapi di kota Padang pe-
layanan kesehatan gratis diikuti pemberian uang trans-
por.1-3 Kunjungan yang meningkat dengan petugas pela-

Tabel 1. Persentase Kehadiran Petugas

Puskesmas Tahun 2008 (%) Tahun 2009 (%) Tahun 2010 (%) Tahun 2011 (%) Tahun 2012 (%) Rata-rata

Padang Pasir 99 97 99,6 98,9 99,7 0,0002

Ulak Karang 98,8 97,3 99,2 97,5 99,5 0,0025

Pauh 99,6 99,8 98,8 99,3 99,8 0,0005

Lubuk Kilangan 95,8 98 97,9 98,2 99,7 0,008

Lubuk Begalung 99,2 97,4 99,4 97,6 99,6 0,013

Bungus 93,6 95,7 97,4 96,8 98,7 0,008

Sumber : Data Laporan Tahun DKK Padang  dan Laporan Puskesmas

Tabel 2. Hasil Matriks Wawancara Mendalam

Pertanyaan Hasil

Apa yang melatarbelakangi munculnya  Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat

Perda Nomor 05 Tahun 2009? Target pemerintah (MDGs 2015)

Instruksi walikota

Bagaimana pelaksanaan Perda Pengobatan gratis pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Nomor 05 Tahun

2009? meningkatkan jumlah kunjungan dan kinerja puskesmas 

Bagaimana dengan pemberian uang transpor?   Bantuan Bazda sangat bermanfaat bagi masya-rakat, tetapi tidak efektif 

karena ada pasien yang menyalah artikan pemberian uang transpor

Bagaimana manfaat program? Bermanfaat bagi pasien, terjadi peningkatan jumlah kunjungan sehingga 

meningkatkan kinerja petugas dan puskesmas

Apakah dalam satu hari pelayanan pasien terpenuhi? Harus dilaksanakan dan selesai dalam satu hari

Bagaimana kualitas kerja, inisiatif, dan kreativitas Meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan, melakukan kerjasama sesama 

petugas berpengaruh pada kinerja puskesmas? petugas dan meningkatkan motivasi dan semangat kerja

Bagaimana pengetahuan, kemampuan dan kerjasama Petugas bekerja maksimal sesuai SOP, dengan penambahan ilmu sehingga petugas

petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan maksimal, kerjasama petugas kesehatan perlu 

kepada masyarakat? binaan dan dimotivasi agar petugas bekerja sesuai tupoksi

Bagaimana standar operasional kerja petugas? Petugas sudah bekerja sesuai standar operasional, prosedur, sesuai kompetensi 

dan disiplin ilmu petugas

Apakah pelaksanaan program sudah tepat sasaran? Tidak, karena pasien menyalahartikan pemberian uang transpor, yang merupakan

dampak negatif program

Bagaimana dengan ketersediaan sarana dan Perlu perbaikan sarana prasarana yang membutuhkan alokasi dana pemerintah

prasarana? yang disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas

Bagaimana produktivitas, semangat kerja dan Petugas tetap bekerja maksimal dan professional dengan ikhlas sesuai dengan 

motivasi petugas dalam pelayanan kesehatan? kewajiban, melayani pasien dengan ramah dan sabar serta memupuk kerja sama 

sesama petugas kesehatan

Bagaimana kepuasan pasien terhadap pelayanan Sangat bermanfaat dan memuaskan pasien

kesehatan yang diberikan?
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pada masa mendatang. Model kebijakan pelayanan kese-
hatan yang disarankan adalah model pelayanan kese-
hatan dengan manfaat yang dapat dirasakan semua unsur
meliputi  petugas kesehatan dan pasien. Beberapa alter-
natif strategis adalah membina kerjasama dengan lintas
sektor terkait sektor kesehatan, meningkatkan mutu
sumber daya manusia profesional, pelayanan kesehatan
yang terjangkau dari aspek fisik dan finansial dan pe-
nguatan sumber daya pembiayaan serta pemberdayaan
masyarakat.

Pengembangan kebijakan yang ditawarkan menyang-
kut perbaikan aspek penyandang dana, monitoring dan
evaluasi, sarana dan prasarana, serta kompensasi, juga
peningkatan mutu layanan. Kebijakan pelayanan kese-
hatan gratis yang ditawarkan ke Pemerintah Kota Padang
adalah penyempurnaan program asuransi kesehatan bagi
warga Kota Padang, pembentukan tim khusus penyusun
indikator kinerja petugas kesehatan untuk insentif petu-
gas kesehatan berbasis kinerja, melakukan monitoring
dan evaluasi program.

Pengembangan model  juga memerlukan perencana-
an, peningkatan dan pengembangan kualitas sumber
daya manusia (SDM) melalui pendidikan lanjutan,
pelatihan  dan seminar terkait kompetensi setiap petugas,
perlu pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program
di lapangan agar kerjasama dan motivasi kerja petugas
tetap terjaga, perlu reward dan punishment berbasis
kompensasi atas kinerja, agar SDM yang terlibat lebih
termotivasi memberikan kinerja terbaik, dan perlu mem-
perbesar porsi pengalokasian anggaran dana untuk
meningkatkan mutu layanan, seperti kelengkapan penga-
daan sarana prasarana, dan pelatihan interpersonal ko-
munikasi petugas.

Kesimpulan 
Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 tentang ke-

bijakan pelayanan kesehatan gratis di kota Padang meru-
pakan wujud dari janji kepala daerah untuk memberikan
masyarakat kemudahan mendapatkan pelayanan kese-
hatan. Pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis

yanan kesehatan yang tetap sama, pelayanan kesehatan
kepada pasien harus diselesaikan pada hari yang sama,
mempengaruhi kinerja petugas (Tabel 1).1,2,16

Dampak kebijakan pelayanan gratis yang dirasakan
petugas kesehatan  adalah  kesenjangan tugas dan tang-
gung jawab dengan kesejahteraan karena peningkatan
beban kerja tidak sesuai dengan kompensasi keadilan pe-
tugas. Bobot kerja dan tuntutan pekerjaan yang bertam-
bah, tuntutan kerja maksimal, membuat tenaga kese-
hatan perlu mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.
Insentif sangat bermanfaat sebagai tambahan penghasil-
an, menjadikan peningkatan motivasi dan semangat ker-
ja sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan se-
cara maksimal. Keadaan ini sama dengan penelitian di
Sukamara, Simalungun, Padang Pariaman. Berbeda
dengan di Banjar, pelaksanaan pelayanan gratis diikuti
dengan pemberian insentif kepada petugas. Penelitian di
Cyprus dan Malawi, pemberian insentif dan dukungan
dana meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.2,13

Tenaga kesehatan setiap puskesmas perlu evaluasi 
program, kelengkapan sarana prasarana, yang sesuai ke-
butuhan. Kualitas dan kuantitas peralatan yang digu-
nakan memengaruhi prosedur, kecepatan proses sehing-
ga memberikan kepuasan kerja petugas dan memberikan
pelayanan yang bermutu sehingga memberikan kepuasan
pada pasien.

Ketepatan waktu selama mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang menurut masyarakat cukup, meng-
indikasikan puskesmas mampu memberikan pelayanan
maksimal kepada pasien dengan waktu yang efisiensi.
Ketepatan waktu pelayanan juga merupakan salah satu
indikator keberhasilan kinerja puskesmas. Namun, keku-
rangan informasi karena jumlah pasien yang dilayani
dalam waktu yang terbatas, menyebabkan tenaga kese-
hatan tidak dapat memberikan konsultasi dan informasi
yang lebih banyak kepada pasien orang perorang sesuai
harapan.

Pengembangan model kebijakan adalah suatu sistem
yang dibuat untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan
organisasi sehingga dapat memberikan kebijakan terbaik

Tabel 3. Hasil Focus Group Disscussion

nalupmiseK naaynatreP rotakidnI lebairaV

Kepuasan pasien Kehandalan Bagaimana kepedulian dan pendekatan Pelayanan belum sesuai kebutuhan 

Kofirmasi kuesioner Kepedulian petugas dalam pemberian pelayanan? Ketepatan waktu cukup

Jaminan kepastian Bagaimana kemudahan  pelayanan, tingkat Informasi kurang

Perhatian keamanan, kemudahan bertemu dokter? Kepedulian dan pendekatan kurang

Wujud nyata Bagaimana perhatian petugas dan Kemudahan pelayanan kurang

pendekatan petugas kepada pasien? Keamanan cukup

Bagaimana pelayanan yang diterima Kemudahan bertemu dokter cukup

terkait sarana dan prasarana, disiplin Perhatian dan pendekatan kurang

petugas, kebersihan puskesmas? Sarana kurang

Disiplin cukup

Kebersihan cukup
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disertai pemberian uang transpor pada masyarakat di
Kota Padang, hanya menambah jumlah kunjungan dan
beban kerja puskesmas serta beban kerja tenaga kese-
hatan tanpa peningkatan mutu pelayanan. Berdasarkan
informasi, pelayanan kesehatan gratis dan pemberian
uang transport tersebut, tidak tepat sasaran karena
pasien hanya mengejar uang transpor. Ditemukan model
baru untuk pelayanan kesehatan gratis yang melibatkan
penyandang dana, kompensasi untuk kinerja petugas dan
monitoring evaluasi atas kebijakan yang ditimbulkan.
Perlu dilakukan penelitian kuantitatif dengan metode
survei pada penduduk sasaran yang lebih luas.
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